Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sutusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Kkn

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas Il yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis,
telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon |, tempat/tanggal lahir xxxxxx Agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten
Gunung Mas. Email : xxxxxxx, No. Hp : xxxxxxxx, Sebagai

Pemohon [;

Nama Pemohon IlI, tempat/tanggal lahir xxxxxx, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Email : xxxxxx, No.
HP : xxxxxx , Sebagai Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kuala Kurun Kelas Il tanggal 10 Februari 2021 dengan Register
Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah
dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, Pemohon | dan
Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di
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Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, di
hadapan seorang penghulu kampung bernama Nama Penghulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali
nasab yaitu ayah kandung Pemohon Il yang, saksi nikahnya masing-
masing bernama :

a. Nama Saksi

b. Nama Saksi
Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda dan
Pemohon Il berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon I
bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, tidak pernah bercerai dan
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum
dikaruniai anak:
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II tidak pernah melaporkan
kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon | dan Pemohon I
tentang hukum, sehingga sampai saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon II
membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun
guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar biaya perkara

ini;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon
I;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon |

dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 03
Agustus 2018, di Kabupaten Gunung Mas;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan
hukum yang berlaku;
SUBSIDER
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon | dan Pemohon I
datang menghadap di persidangan;
Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka untuk
selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il atau para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan
kewenangan Absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Edisi Tahun 2013 Mahkamah
Agung RI, permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ini telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun selama dalam

tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami
atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri,
oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il adalah pihak yang
berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in

judicio) atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter yang
menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka
proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon | menyatakan ingin mencabut
Permohonannya karena Pemohon | mempunyai hubungan perkawinan
dengan isteri Pemohon | yang pertama yang sudah diproses cerai secara
adat namun belum melalui proses cerai secara resmi di Pengadilan Agama.
Pemohon | menyatakan akan segera mengurus proses perceraiannya secara
resmi di Pengadilan Agama kemudian mendaftarkan pernikahannya yang
kedua secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Pemohon Il sudah

hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis

menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor
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50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon |

dan Pemohon lI;
Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk

mencabut perkaranya;

2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Kkn
dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 03
Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh
kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta
dan Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,
dan dibantu oleh H. Abdul Khair, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Zainul Hal, S.Sy. Muchamad Misbachul Anam, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota I,

Mohammad Imaduddin, S.Sy.
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Panitera,

Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

. Biaya Pendaftaran ..........ccccooccviiiiiiiiiiineiiieenn. Rp 30.000,00
. Biaya ProSes..........cccocceciiiiiiiieieeeeeeeeeee e Rp100.000,00
. Biaya Panggilan ........ccccccceeiiiiiiiniiiiiiiiiiieee Rp 0,00
Biaya PNBP Panggilan................ccooiiiininnes Rp 20.000,00
. Biaya RedakSi..............ooovveiiiiiiiiiiiiieieeeceeeeee Rp 10.000,00
. Meterai.. i Rp 10.000.00

Jumlah Rp170.000,00
Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

ouhlwnpE
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